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PUTUSAN
Nomor 562/Pdt.G/2020/PA.Sry

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kubu, 01 April 1989, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Kubu
Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kubu, 04 Desember 1987, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di
ALAMAT TERGUGAT,Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 562/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 27 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Kutipan
Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 29 November 2010;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah kontrakan selama 8 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat
berpisah sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

3.1ANAK 1, Tempat tanggal lahir Kubu, 21-05-2011, Sekarang anak
tersebut berada dibawah hadhonah (asuhan) Penggugat;

4. Bahwa, September tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1Tergugat sering berkata kasar dan sering memarahi Penggugat;
5.2 Tergugat suka berbohong dan tidak mau jujur kepada Penggugat;
5.3Tergugat pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal
16 Mei 2020 yang disebabkan Tergugat pernah mengucapkan Talak dan sering
berkata kasar, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah
hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat
dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan dengan kedatangannya
tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempuh upaya mediasi, hamun sesuai laporan mediator Ai Susanti, S.H.I.
tanggal 27 Oktober 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, pada persidangan selanjutnya
Penggugat menghadap sendiri dan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati
Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat agar, namun
tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, diperiksa pokok perkara dalam sidang
tertutup untuk umum dengan isi dan maksud surat gugatan yang tetap
dipertahankan oleh Penggugat kemudian dibacakan surat gugatannya oleh
Majelis;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK NIK, diberi
kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 29 Oktober

2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten

Kubu Raya, diberi kode P.12;

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup (nazegelen),

dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;
B. Saksi:

1. SAKSI I P, bertempat tinggal di, Kubu Raya, di bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah Ayah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah
menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua
Penggugat 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrakan selama 8 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat
berpisah sampai dengan sekarang, dan terakhir di rumah masing-
masing;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya hidup rukun dan harmonis, hamun sejak akhir September 2019
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah mohon maaf
kepada saksi karena tidak lagi dapat menjaga Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat seringkali berkata bohong
kepada Penggugat;
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- Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2019 hingga
sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena
Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orangtuanya
dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan
memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun
tidak berhasil;

2. SAKSI Il P, bertempat tinggal di, Kubu Raya, di bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah lbu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah
menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua
Penggugat 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrakan selama 8 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat
berpisah sampai dengan sekarang, dan terakhir di rumah masing-
masing;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir September 2019
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah mohon maaf

kepada suami saksi karena tidak lagi dapat menjaga Penggugat;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat seringkali berkata bohong
kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2019 hingga
sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena
Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orangtuanya
dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan
memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun
tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para
pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum
Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan
Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg juncto Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara resmi, sah, dan patut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 RBg, Majelis
Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun
membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh
proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator
Ai Susanti, S.H.I. namun upaya damai tersebut tidak berhasil merukunkan
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai
dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam
duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),
bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai
ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.1 dan P.2
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di
wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk
wewenang dan yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa isi dari bukti P.2 tersebut menjelaskan tentang hubungan
hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan bukti tersebut
mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak
dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keluarga masyarakat saat ini yang
cenderung tertutup, tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga
suami isteri kecuali orang-orang terdekat (keluarga) suami isteri tersebut, maka
tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Hakim berpendapat dua orang saksi Penggugat dan satu orang saksi Tergugat
yang dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan Il yang
menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat yang menikah tahun 2010 dan
telah dikaruniai seorang anak, serta kurang lebih pada bulan September 2019,
Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang
berdasarkan pengakuan saksi | dan Il adalah karena Tergugat seringkali berkata
tidak jujur kepada Penggugat yang akhirnya Tergugat pergi meninngalkan Tergugat

pada pertengahan tahun 2020 dan hal tersebut sudah pernah didamaikan secara
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kekeluargaan, namun tidak berhasil. Mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat
setelah berpisah, saksi mengatakan tidak ada lagi komunikasi dan perwujudan
penunaian kewajiban di antara Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-
saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta
pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai
Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti
Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tahun 2010 dan mempunyai seorang anak;

- Bahwa sejak September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

Tergugat seringkali berkata tidak jujur kepada Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada pertengahan tahun 2020,

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut

Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan

dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh
dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang
luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi
karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu
tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan

mendatangkan mudharat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah
rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah
hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat
dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak
memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (Broken Mariage)
sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan
luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman
Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21, yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan
hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana
Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2
gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari
Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2)

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup
beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara
persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungai Raya pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Rabi’ul awwal 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.l. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
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tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I. Rasmi Nindita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya:
- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses - Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp900.000,00

- PNBP : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).
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